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Menirnbang

BUPATI BATANG HARI.

bahrva untuk kelancaran pelaksanaan keuangan daeralr
sehinssa dapat dikelola secara teftib" taat pada peratrrrarr
perundane-undangan- efektit-. efisien, ekorronris-
lransparan. dart benanggune jau'ab ',t:ir,'an
rttemperhatikan azas keadilan. kepatut.au. datr rrranf'aat
bagi masvarakat maka perlu ditetapkan petun-iuk reknis
penatausahaan keuangan dae|ah :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka dipandane perlu rnerretapkan
Peraturarr Bupati tentang Petun-juk Teknis Perratausalraarr
Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nornor 1l Tahun i9-56 renrang
Pembentukau Daeralr Otononr Kabupatelt Dalarn
Lingkungan Daerah Propinsi Surnarera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) sebauaimana diubah den-eau lJndang-L.lrrdan:r
Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkar II
Tanjung Jabung (Lenrbaran Negara Republik Iudrlnesia
Tahun 1965 Nomor 50) ;

Merrgingat : 1.

b.
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3.

Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2003 tentang
Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoinesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 20A4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Irrdoinesia Nonror 4355);

Undang-Undang Nornor l0 Talrun 200,1 tentang
Penrbentukan Peraturan Perundang-undan-ean ( Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 53.
Tambahan Lembaran Negara Republik Irrdoirresia
Nornor 4389);

Undang-Undang Norror l5 Tahun 200-+ rentang
Pemeriksaan Pengelolaarr dan Tanggun-e Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambalran Lembaran
Negara Republik lndoinesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 terrtang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lenrbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indoinesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tenrang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5.
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8.

9

Urrdang-Llndang Nomor 33 Tahun 2004 tentar)q
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan
Pemeriutahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Talrun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoinesia Nomor 4438):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dervan Peru'akilan Rakl'at Daeralt (Lettttraran

Negara Republik lrtdonesia -fahun 
100-X Nonror 190"

'farnbahan l.cmbaran Negara Republik lncltrttesia Notntir
4416) sebagairtratra telah beberapa kali diubah teraklrir'
dengan Peraturan Pemeritttah Notnor i7 Tahtrrr 1006
(Lernbaran Negara Republik Indonesia'falttttt 100(r

Norlrrr 90. Tanrbahatt Letnbaran Negara Reprrblik
lndonesia Nontor 4596) :

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahutr r005 tcrttarts
Perrgelolaan Keuanllan Badan I-a-r.anatt I itttuttt

i L.eurbarart Negat'a Republik ludonesia 'l aliutt l0t)5
Nomor 48, Tantbahan Lembaratt Negara Republik
Indortesia Notnor 4502) :

I I . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentartc
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
RepLrblik lrrdonesia Tahun 2005 Nornor 49. Tarrtbalrart

Lembaran Negara Republik Indonesia Norlor 4503) .

12. Peraturan Pelneriutah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjarnan Daerah (Lembaran Negara Republik Iltdonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4514) .

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perirnbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahuu 2005 Nomor 137, Tambahan Lenrbat'an
Negara Republik Indonesia Nomor a57 5) ;
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistim lnformasi Keuangan Daerah (Lembararr Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nornor 139. Tarnbahan Lenrbararr
Ne-9ara Republik Indonesia Nornor 4577):

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentan_q

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahurr 2005 Nomor 140. Tanrbalran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror 4578) :

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minirnal {Lembaran Negara Republik Indonesia J-ahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l3 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeralr :

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dalr
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007:

20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5

Tahurr 2006 tentang Pengelolaau Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Batarrg Hari Tahun 2006
Nomor 5).
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENATAUSAHAAN KEUAI.IGAN
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalanr Peraturan Daerah ini rans dimaksud dengan .

i . Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

I Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

i. ISupati adalah Bupati Batang Hari.

J. Keuattqan Daerah adalah semua hak dan kervajiban daerah dalam rangka
penveleuggaraalt pelnerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
ternrasuk cii dalanruya segala bentuk kekayaan vang berhubungarr dengan
hak darr kervajiban daerah tersebut.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang rneliputi
perencanaau. pelaksariaalt, penatausahaan, pelaporan, penanggungiar,vaban,
dan pengar.vasan keuangan daerah.

6" Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat dengan SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daeralr selaku pengguna anggaran
/ pengguna anggaran.

1. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kervenangan penggunaan
anggaran untuk ntelaksanakan tlrgas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaau
barang rnilik daerah.

9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagaian rugas pokok dan fungsi SKpD.

10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat dengan sPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan
sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran (Spp).
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BAB II

PETUNJUK TEKNIS PENATAUSAHAAN I(BUANGAN DAERAH

Pasal2

{ 1 ) petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah rnerupakan pedoman

pengelolaan keuattgan daerah yang meliputi perencanaan' pelaksanaan'

penatausahaan. pelaporan, pefianggungiawaban' dan pengawasan keuangan

daerah.

ili l,etunjuk l-eknis Penatausahaan Keuangan Daeralt sebagailnana dimaksud

prada ayar ( l) tcrcantunr dalanr lanrpirart Peraturan Ini lang disusun dengan t

sisternalika selragai berikut :

a. TUJIJAN

tr. KEI'irNl-UAN LJMLJM

C. RUANG LINGKUP

il S'IRL]K-fUIi. ORGANiSASI

rr. IIL.NAl AlrSA}]AAN PENCEI-LIARAN D'AERAH Dt SKPD

J'. P}:NATAUSAHAAi.N PENE,RII\4AAN DAERAH DI SKPD

i-ii i.ar:rpiran Peraruran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

hap.ian )arlg tldak terpisahkan dari Peraturan ini'

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

Peugesahan SPD dilakukan oleh Asisten Adrninistrasi Sekretariat Daerah

brabupaten Batang Hari, selaku Bendaharawan umum Daerah (BUD) yang

ditunjuk dengan Keputusan Bupati'

Pasal 4

Penandatanganan Surar perintah pencairan Dana (SP2D) dilakukan oleh Kepala

i}agianKeuanganSekretariatDaeral.rKabupatenBatangHariselakuKuasa
!:tencjaharawan Urrunr Daerah (Kuasa BUD) yang ditunjuk dengan Keputusan

Bupati.
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Pasal5

KPA hanya berlaku untuk SKPD di lingkungan Sekretariat Daerah, yang dijabar
langsung oleh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah. sedangkan
untuk SKPD selain di lingkungan Sekretariat Daerah, KpA harrya untuk Belanja
Tidak Langsung yang dijabat oleh fungsi rata Usaha dan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 6

( I ) Pe.iabat Pembuat Konritnren merupakan pejabat pemegang kervenanqan
ur.rtuk menandataneani dokumen kerjsarna / kontrak dengarr pihak ketiga
besefia dokumen kwitansi pembavaran.

(2) Pejabat Pernbuat Kouritrnen sebagainrana dirnaksud pada arat (l) duabat
oleh Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang.

Pasal 7

Untuk SKPD [Jnit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kelurahan. verifikasi
surat Permintaan Pembavaran (SPP) dan Surat pertanggungjarvaban (Spj)
dilakukan pada Bagiarr Ker-rangan Sekretariat Daerah Kabupaten Batans Hari.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Selnua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabLrt
dan tidak berlaku.

Pasal9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
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Pasal 10

Peraturan ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengatalruinya' memerintahkan pengundangan Peraturan ini

dengan penempatannya dalu* Berita Daerah Kabupaten Batang Hari'

Ditetapkan di Muara Btrliarr

pada tangual 20 PebrLrari 2007

BL,]PAI-I BATANG HARI.

dto

SYAHTRSA[{. SY

Iliundangkan di Muara Bulian

;rrrh'rattggal 20 Pebruari 2007

iii'.}"'Rl,fAtr{lS Di\F-RAf{ KABUPA llrN BATANC HARI'

riio

SALIM JUFRI

i}ERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

l-Ar-{L]N 2007 NOMOR 6
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